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ABSTRAK

RISKI MARDIYAH. 1305170002. “Analiss Penyampaian SPT Tahunan
Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP
Pratama M edan Belawan”. M edan 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wajib pajak badan yang
tidak menyampaikan SPT tahunan dan untuk mengetahui mengapa penerimaan
pajak penghasilan badan tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Belawan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif, dan teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara
dengan pihak yang terkait.

Sementara teknik analisis data adalah metode deskriftip yang merupakan
metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan
masalah yang dihadapi, dimana data yang telah dikumpulkan dan disusun serta
dianalaisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat
ditarik sebuah kesimpulan dari pengelolahan data yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini masih adanya wajip pajak badan yang tidak
menyampaikan SPT tahunan disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman
wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan, kelalaian wajib pajak dalam
menyampaikan SPT Tahunan sehingga menyebabkan penerimaan pajak
penghasilan tidak mencapai target dan kemungkinan adanya wajib pajak badan
yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan
permohonan sebagal wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Belawan.

Kata Kunci : Penyampaian SPT Tahunan Badan, Penerimaan Pajak
Penghasilan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang
tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan
banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah
menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak. Menurut
Undang-Undang No0.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan pasal 1 ayat (1) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat.

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yaitu
75% dari APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah
melalui kementrian keuangan yang menaungi Direktorat Jendral Pajak sebagai
salah satu instansi pemerintah dibawah Kementrian Keuangan yang bertugas
untuk mengamankan penerimaan pajak (Negara) yang dituntut untuk selalu dapat
memenuhi pencapaian target penerimaan pajak. Dalam usaha meningkatkan
penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak.
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(KPP) didaerah-daerah melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk
meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu
kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan indonesia
mengalami perubahan pada tahun 1983 dari official assesment system menjadi self
assesment system. Self assesment system adalah suatu sistem dimana pemerintah
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan sendiriri kewajiban perpajakannya.

Saf assesment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian,
kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban
perpajakannya.

Pembayaran pajak saat ini masih belum sesuai dengan harapan pemerintah.
Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban
wajib pajak dalam Undang-undang Perpgjakan Indonesia. Menurut Undang-
undang No0.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
pasal 3 ayat (1) mengatakan “setiap wajib pajak harus mengisi Surat
Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan
menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan
menandatangani serta menyampaikan nya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak
tempat wajib pajak terdaftaratau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Direktorat Jendral Pgjak. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa



penyampain SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan
dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 31) “Surat Pemberitahuan adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Undang-undang No 16
Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal ayat (2)
menyebutkan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi
pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undang perpajakan’.

KPP Pratama Medan Belawan merupakan Kantor Pajak yang melayani wajib
pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Melalui penelitian ini penulis
mencoba untuk meneliti tentang penyampaian SPT tahunan badan yang terdaftar
di KPP Pratama Medan Belawan.

Berikut data yang tersgi tentang jumlah wajib pajak badan yang
menyampaikan SPT tahunan dan tidak Menyampaikan SPT tahunan tahun 2012

sampai dengan tahun 2016:



Tabel 1.1
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Di KPP Pratama M edan Belawan

Tahun Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Wajib Pajak
Yang Terdaftar Badan Yang Badan Yang
M enyampaikan Tidak
SPT M enyampaikan
SPT
2012 1.609 643 966
2013 1.836 819 1.017
2014 1.851 846 1.005
2015 1.782 1.040 742
2016 1.895 1.101 794

Sumber Data: Pengelolahan data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan

Dari data yang tersgji diatas terlihat bahwa wajib pajak badan yang tidak
menyampaikan SPT tahunan masih mengalami peningkatan yaitu ditahun 2016,
meskipun sebelumnya sudah sempat mengalami penurunan ditahun 2015,
fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi penerimaan pajak.

Menurut Ramli tahun (2006) mengatakan bahwa “meningkatnya jumlah
wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam
penerimaan pajak penghasilan, semangkin tinggi tingkat penyampaian SPT maka
semangkin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Pardiat, (2007,hal.107) mengatakan bahwa meningkatnya jumlah
wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, penyampaian SPT harus ditingkatkan kan agar penerimaan
pajak menjadi efektif. “jika wajib pajak telah menghitung dan membayar
besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-
undang perpajakan serta melaporkan dalam SPT tidak perlu diberikan Surat

Ketetapan pajak ataupun Surat Tagihan pajak”.



Penerimaan pajak penghasilan di indonesia pada umumnya masih didominasi
oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal
terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya,
terdeteks kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak
atas badan lebih optimal dari pada orang pribadi.

Dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan menyampaikan SPT

tahunan maka dapat dilihat persentase penerimaan pajak penghasilan dari data

berikut :
Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Di KPP Pratama M edan Belawan
Tahun Rencana target Realisas Penerimaan | Persentase
penerimaan pajak badan Pajak Penghasilan

Badan
2012 170.658.000.000 160.117.669.224 93,82%
2013 239.924.000.000 103.533.652.770 43,15%
2014 274.693.130.000 111.685.876.613 40,66%
2015 373.620.940.000 174.742.557.339 46,77%
2016 494.949.043.000 275.625.440.405 55,69%

Sumber data: Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di
KPP Pratama Medan Belawan tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai
target penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.
Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) Pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan
memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap

tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna



membiayai pengeluaran negara karena semangkin tinggi tingkat penerimaan pajak
maka semangkin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan
sebaliknya jika semangkin kecil penerimaan pajak maka semangkin rendah
kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak
penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan
maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat
dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semangkin besar pajak
penghasilan terutang semangkin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan
pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Belawan dengan judul “Analisis
Penyampaian SPT Tahunan Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Penghasilan Di KPP Pratama Medan Belawan” .

B. ldentifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalahnya
adalah sebagai berikut:

1. Masih adanyawajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan.

2. Redlisasi penerimaan pgjak penghasilan badan dari tahun 2012 sampai

dengan 2016 tidak mencapai target.
C. Rumusan M asalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan diatas,

maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:



Mengapa masih ada wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT
tahunan?
Apa yang menyebabkan penerimaan pajak penghasilan ditahun 2012

sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Pendlitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

a

untuk mengetahui mengapa masih adanya wajib pajak yang tidak
menyampaikan SPT Tahunan badan.

Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penerimaan pajak
penghasilan badan tahun 2012-2016 tidak mencapai target di KPP

Pratama Medan Belawan.

2. Manfaat Penditian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis memperoleh informasi mengenai
seberapa besar yang menyampaikan SPT Tahunan badan dan

penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Medan Belawan.

. Bagi KPP Pratama Medan Belawan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukkan sekaligus
pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan

dengan penelitian ini dalam menyampaikan SPT Tahunan badan dan



penerimaan pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan
perundang-undang perpajakan.

Bagi peneliti lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberi gambaran
lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya mengenai wajib pajak yang
menyampaiakn SPT tahunan badan dan penerimaan pajak penghasilan

badan.



BAB I

LANDASAN TEORI

A.Uraian Teoritis
1. Pajak
a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau baadan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran
rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestas) yang
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur:

1. luran dari rakyat kepada negara. Y ang berhak memungut pajak hanyalah

negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut sesuai dengan ketentuan

undang-undang serta aturan pelaksanaannya.



3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestas individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran
yang bermanfaat bagi masyarakat khusus.

b. Penerimaan Pajak
Menurut Sommerfed Ray (2005) yang dikutip oleh Inti Rami (2015)
penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan
untuk pengeluaran negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat yang
dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negri. Penerimaan
pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin maupun
pembiayaan pembangunan.
c. Fungs Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012: 4) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2

yaitu:

1. Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu
pajak dipergunakansebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara
secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak
merupakan suatu alat atau sumber untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara.
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2. Fungsi regulair (mengatur)

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan
sebagal alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang
keuangan.

Menurut Siti Resmi (2013) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungs budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan
salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran
baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi regulair (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,
sertamencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

d. Hukum Pajak
Menurut Diaz Priantara (2012: 11) hukum pajak adalah upaya penerimaan

pajak dengan self assesment system dapat berjalan efektif, ketentuan perpajakan

memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ketentuan Materil
Ketentuan materil mengatur peristiwa ekonomi atau hukum yang dapat
dikenakan pajak (dikenal sebagaiobjek pajak), Siapa yang harus
dikenakan pajak(dikenal sebagai subjek pajak), berapa besar tarif pajak
yang harus dikenakan, bagaimana cara menghitung pajak yang terutang.
Ketentuan materil ini dapat dijumpai seperti pada UU PPh dan UU PPN.

2. Ketentuan formil
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Ketentuan formil mengatur cara mewujudkan ketentuan materil atau cara
menyelesaikan kewajiban perpajakan oleh WP kepada Negara sehingga
mengatur hubungan hak dan kewajiban antara WP dan Pemerintah dalam
penyelenggaraan sistem perpajakan. Termasuk ketentua formil adalah
cara pemerintah mengawas pelaksanaan self assesment system dan
penerapan sanksi. Ketentuan formil ini dapat dijumpai pada UU KUP.,
Menurut Dwikora Harjo yangb dikemukakan oleh Bohari (2013, hal 38)
menyatakan bahwa “Hukum pagjak adalah suatu kumpulan peraturan yang
mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai
pembayar pajak”. Dengan perkataan lain hukum pajak menerapkan tentang:

1. Siapa-siapawajib pajak (subjek pajak)

N

. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak)

w

. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah

AN

. Timbul dan hapusnya utang pajak

ol

. Cara penagihan pajak

[o2]

. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak
e. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem
pungutan yaitu:
1. Offisial Assesment system
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
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berlaku. dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan
pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan
dominan ada pada aparatur perpajakan).
. Self Assesment system
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak
diberi kepercayaan untuk:

a.  Menghitung sendiri pajak yang terutang

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

d. Melaporkan sendiri jJumlah pajak yang terutang

e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan

pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan

ada pada wajib pajak).
. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
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yang berlaku. berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Siti Resmi (2003 : 28) menyatakan bahwa “pelaporan SPT
merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan
dengan kewajiban perpajakan SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
Dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab satuan
mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Menurut Mardiasmo (2013, hal 31) menyatakan bahwa “surat
pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta
kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat
pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek
pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undang perpajakan.

b. Pengertian SPT Tahunan
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Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umumdan
tata cara perpagjakan pasal 1 ayat 13 “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat
pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak”.

Menurut Anatasia Diana dan Lilis Setiawati (2009, hal 124) menyatakan
bahwa “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk bagian
tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku ynag tidak sama dengan tahun kalender .

bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak”.

c. Fungs SPT
Menurut Mardiasmo (2013 hal,31) menyatakan bahwa “Fungsi Surat
Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang
dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak
atau bagian tahun pajak.

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.

3. Hartadan kewajiban.

4. Pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak,
yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan
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Menurut Mardiasmo (2013 hal,32) adapun Prosedur Penyelesaian SPT

ialah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan
ditempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak atau mengambil
dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan
Mentri  Keuangan. Wagjib pajak juga dapat mengambil surat
pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs
Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan
tersebut.

2. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap,
dan jelas. Dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin,
angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak terdaftar atau
dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

3. Wgjib pagjak yang telah mendapat izin Mentri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberithuan dalam
bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah
yang diizinkan.

4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan,
stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antaralain:
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a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang
diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar
pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang
dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

c. Untuk wajib paak yang menggunakan norma perhitungan:
perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang

bersangkutan.

e. BatasWaktu

Menurut Waluyo (2005) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian
SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan
setelah akhir tahun pajak”.

Menurut Siti Resmi (2013, hal 33) menyatakan bahwa “batas waktu
penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan selambat-lambatnya empat bulan
setelah akhir tahun (biasanya 30 april tahun berikutnya)”.

f. Sanks Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Badan

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan
tata cara perpgjakan pasal 7 ayat (1) “Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan

wajib pajak badan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu yang
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telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
1.000.000".

Menurut Mardiasmo (2013, hal 35) menyatakan bahwa “Apabila SPT
Tahunan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas
batas waktu perpanjang penyampaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa

denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan wajib pajak badan”.

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 171) menyatakan bahwa “pajak
penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan
kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Kontribusi Pajak Penghasilan
kepada penerimaan negara diharapkan semangkin meningkat sebagai cerminan
kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-
undang kepada pembiayaan negara.  Kontribusi pajak Penghasilan pada
khususnya dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan
negara dari minyak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung karena beban
pajak ini langsung dipikul oleh penerimaan atau pemilik penghasilan. Oleh
karena itu pajak penghasila merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan
beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah
Undang-undang No 36 Tahun 2008 tanggal 23 september 2008 (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 No 4893) tambahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia No 3985) yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang No

7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang PPh (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1983 No 50), tambahan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaNo 3263).

Menurut Siti Resmi (2013, hal 74) menyatakan bahwa “pajak penghasilan
(PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang
diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Purno Murtopo, dkk (2011, hal 71) menyatakan bahwa *“pajak
penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak subjektif, dimana ketika
melakukan perhitungan PPh terutang yang pertama kali diperhatikan adalah
kondisi subjektif dari pemikul beban pajak (subjek pajak)”.

b. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang pajak
penghasilan:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.

b. Badan

c. Bentuk usahatetap

2. Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negri dan

subjek pajak luar.

3. Subjek pajak dalam negri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di indonesia lebih

dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan
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atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan
mempunyai niat bertempat tinggal di indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau
pemerintah daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara.

c. Warisan yang belum dibagi sebagal satu kesatuan menggantikan yang
berhak.

4. Subjek pajak luar negri adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi
yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usahatetap di indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi
yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
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kedudukan di indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di indonesia.
c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak
Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4 tentang pajak
penghasilan adalah:

1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan kepercayaan atau jasa
yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

b. Labausaha

c. Hadiah dari undian atau pekerjaan

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

e. Deviden

f. Royalti

g. Bungatermasuk premium

h. Sewa dan penghasilan lain

i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
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J. Keuntungan karena pembebasan utang

k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

I. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

m. Premi asuransi

n. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

0. Surplus bankindonesia

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang pajak

penghasilan:

1. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah

a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan

b.

C.

Warisan

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan,
sebagaimana dimaksut dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti pernyataan modal.
Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas, sebagai wajib pajak dalam negri, koperasi, BUMN dan
BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat.

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.
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f. Penghasilan dari modal yang dinamakan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksut pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

g. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuanga, baik yang dibayar oleh
pemberi kerja, maupun pegawai.

h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer, yang modalnyatidak terbagi atas saham-saham.

4. Pendlitian Terdahulu

Tabel I1.1

Tabel Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Judul Pendlitian Jenis Has| Penelitian
Penelitian Penelitian
Inti Rami | Analisis Deskriftif Hasil penelitian
(2015) penyampain  SPT menyatakan bahwa tingkat
tahunan badan penyampaian SPT tahunan
dalam badan dalam pelaksanaan
meningkatkan pelaporan kewajiban
penerimaan  pajak pajaknya belum optimal
penghasilan badan sehingga penerimaan pajak
pada KPP Pratama badan yang ditargetkan
Medan Belawan. tidak tercapai di KPP
Pratama Medan Belawan.
Tri Analisis  tingkat | Deskriftif Hasil penelitian
Septiono | penyampaian SPT menyatakan bahwa tingkat
(2014) tahunan dalam penyampaian SPT tahunan
meningkatkan belum optimal dimana
penerimaan  pajak persentase  penyampaian
badan pada KPP SPT wajib  pajak
Pratama  Medan badannya belum dapat
Kota meningkatkan penerimaan
pajak badan pada KPP
Pratama Medan Kota
Nadinggan | Analisis kepatuhan | Deskriftif Hasil penelitian
Miradarna | wajib pajak badan menyatakan bahwa tingkat
Rambe dalam kepatuhan wajib pajak
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(2015) meningkatkan badan belum dapat

penerimaan  pajak meningkatkan penerimaan
badan pada KPP pajak badan, sehingga
Pratama  Medan penerimaan pajak Yyang
Timur. diterima  tidak  sesuai

dengan target yang telah
direncanakan di KPP
Pratama Medan Timur.

B. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak
digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan
bersama. Wagjib pajak badan yang telah mempunyai penghasilan dan mempunyai
usaha di berbagai tempat usaha harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak
untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Objek pajak atau bukan
objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang perpajakan.

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah
dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang menjadi indikator
kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan yang terdaftar di KPP
dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan
melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu (oktaviana 2007).

Menurut Dwikora Harjo (2011, hal.73) pajak penghasilan adalah pajak

yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama
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dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang
Pajak Penghasilan yang berlaku.

Sebelum wajib pajak badan menyampaikan SPT Tahunan badan, wajib
pajak membayar terlebih dahulu hutang pejaknya, maka dari itu akan menambah

penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

Pajak

A 4

Wajib Pajak Badan

A 4
Penyampaian SPT
Tahunan Badan

A 4
Penerimaan Pajak
Penghasilan Badan

Gambar 11.1
Kerangka Berfikir
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BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang
digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk
menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu pemilih metodologi perlu
dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriftif,
yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara = mengumpulkan,
menginterprestasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan
antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan
gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian tetapi tidak digunakan
untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definis Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan untuk memberikan penjelasan
mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk
mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini diukur
dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah

satu pegawai di KPP Pratama M edan Belawan dengan 11 pertanyaan.
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Tabel 111.1

Kisi-kis wawancara penyampaian SPT Tahunan Badan dan Penerimaan

PPh Badan

No K omponen No.butir Total
1 Penerimaan PPh badan 15 2
2 Kendala eksternal dan internal 2,34 3
3 Penyampaian SPT 6,7,8,9 4
4 Sanksi bagi wajib pajak 10 1
5 Tunggakan pajak 11 1
Total 11

C. Tempat dan Waktu Penélitian

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Belawan yang beralamat di jalan K.L Y os Sudarso KM. 8,2 Tanjung

Muli Medan.

3. Waktu Pendlitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan dimulai dari bulan

april 2017 sampai dengan agustus 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel [11.2

Jadwal Rencana K egiatan Penelitian

Z
o

Jadwal K egiatan

Bulan/Minggu

Jun’17

Jul’17

Agu’ 17

1

2

3

4112341

2

3

4

Pengajuan Judul

Pembuatan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Bimbingan Skripsi

O INO|OPBR|W N

Sidang Meja Hijau
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D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan

penelitian langsung kelapangan guna memperoleh dan mengumpulkan
data. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu

pegawai di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain dan dokumen. Data
sekunder diambil dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan
Belawan berupa data-data penyampaian SPT Tahunan badan dari tahun
2012-1016 dan data penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun 2012-

2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

1

2.

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang
berhubungan dengan penyampaian SPT Tahunan badan tahun 2012-2016
dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penerimaan pajak
penghasilan badan tahun 2012-2016.

Wawancara yaitu metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan
diskusi langsung secara lisan dengan pihak yang terkait untuk melengkapi
data-data penyampaian SPT Tahunan badan dan penerimaan pajak

penghasilan badan sehingga dapat memberi informasi yang lengkap.
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F. Teknik Analiss Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
metode deskriftif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan
perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang
dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat memberikan informasi.
Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu
mengumpulkan data-data penyampaian SPT Tahunan badan dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 dan mengumpulkan data penerimaan
pajak penghasilan badan dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

2. Mengandlisis terhadap data-data tentang penyampaian SPT Tahunan
badan yang mengalami penurunan dan menganalisis apa yang menjadi
penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun 2012 sampai
dengan 2016 tidak mencapai target.

3. Menyimpulkan penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun
2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai target dan menyimpulkan
mengapa masih adanya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT

Tahunan badan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum KPP Pratama M edan Belawan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu unsur
pelaksanaan kegiatan operasional pemberian pelayanan di lingkungan Direktorat
Jendral Pajak (DJP). Unsur pelaksanaan tersebut merupakan unit Eleson 111, yang
dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan instansi pemerintah
yang mempunyai tugas pokok dibidang penerimaan negara yang berasal dari
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan
untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pgak. Karena itu, pajak
merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Belawan beralamat di jalan K.L Yos Sudarso KM. 8,2 Tanjung Mulia
Medan.

Sebagai bagian dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan
Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi
KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

1. Vis
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KPP Pratama Medan Belawan adalah menjadi instansi pemerintah yang
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif,
efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan

profesionalisme yang tinggi.

2. Mis

a. Fiskal adalah menghimpun penerimaan dalam negri dari sektor pajak
yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah
berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektivitas dan efisiensi
yang tinggi.

b. Ekonomi adalah mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan
perpajakan yang meminimalkan distors.

c. Politik adalah untuk mendukung proses demokratis bangsa.

d. Kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan
aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi

mutakhir.

KPP Pratama Medan Belawan terdapat beberapa bagian-bagian seksi yaitu:

a

b.

Sub bagian umum.

Seksi pengolahan data dan informasi.
Seksi pelayanan.

Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal
Seksi penagihan.

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.
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g. Seksi pengawasan dan konsultasi | (WASKON I).
h. Seksi pengawasan dan konsultasi 11 (WASKON 1I1).
i. Seksi pengawasan dan konsultasi 111 (WASKON I11).
J.  Seks pengawasan dan konsultasi 1V (WASKON 1V).
k. Seksi fungsional.

3. Deskrips Data Pendlitian
a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak
tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana
dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak
badan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT
tahunan wajib pajak badan yaitu data SPT tahunan wajib pajak badan terdaftar,
jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak badan yang
tidak menyampaikan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mempunyai kedudukan yang vital
dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di indonesia. Kewajiban melaporkan
SPT tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap
wajib pajak badan atau orang pribadi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan
undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan

pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor yang penting dalam
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merealisasikan target penerimaan pajak. Semangkin tinggi kepatuhan wajib pajak

dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semangkin meningkat.
Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah

melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan.

Namun dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa realisasi penerimaan

pajak di KPP Pratama Medan Belawan tidak sesuai dengan penerimaan pajak

yang telah ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut:

Tabel V.1

Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Di KPP Pratama M edan Belawan

Tahun | Wajib Pajak Wajib Pajak Wajib Pajak | Persentase
Badan Yang Badan Yang Badan Yang
Terdaftar M enyampaikan Tidak
SPT M enyampaikan
SPT
2012 1.609 643 966 39,96%
2013 1.836 819 1.017 44,60%
2014 1.851 846 1.005 45,70%
2015 1.782 1.040 742 58,36%
2016 1.895 1.101 794 58,10%

Sumber Data: Pengelolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Belawan

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun
ketahun semangkin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi
dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa
wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan masih mengalami
peningkatan yaitu ditahun 2016, meskipun sebelumnya sudah sempat mengalami

penurunan ditahun 2015, fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi penerimaan

pajak.
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Masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan di KPP
Pratama Medan Belawan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk
menyampaikan SPT tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang
mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek
penting karena sistem perpajakan di indonesia menganut sistem self assesment
dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban
yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang
perpajakan. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiiki kesadaran,
kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Rencana Penerimaan PPh Badan Di KPP Pratama Medan Belawan

Pada KPP Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan
berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang
diperoleh oleh penulis bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan

Belawan tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai

berikut:
Tabel 1V.2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Di KPP Pratama M edan Belawan
Tahun Rencana target Realisas Persentase
penerimaan pajak penerimaan
badan paj ak

penghasilan
2012 170.658.000.000 160.117.669.224 93,82%
2013 239.924.000.000 103.533.652.770 43,15%
2014 274.693.130.000 111.685.876.613 40,66%
2015 373.620.940.000 174.742.557.339 46,77%
2016 494.949.043.000 275.625.440.405 55,69%
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Sumber Data: pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realsasi penerimaan pajak di
KPP Pratama Medan Belawan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak
mencapal target penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan. Pertumbuhan
penerimaan pajak penghasilan yang cenderung naik turun menunjukkan bahwa
kontribusi pajak dalam penerimaan negara belum stabil. Selain itu kesadran wajib
pajak dalam membayar pajak yang masih minim juga menjadi salah satu
penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak, dimana kesadaran wajib pajak
merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam mencapai target penerimaan
pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tentu akan
berimplikasi pada penerimaan pajak yang telah ditargetkan, semangkin tinggi
kesadaran wajib pajak maka semangkin tinggi pula penerimaan yang akan
diperoleh.
B. Pembahasan
1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Masih Ada Yang Tidak M enyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Badan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang
menyebabkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi
masih ada wajib pajak badan yang belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan
yaitu sebagai berikut:
a. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT

tahunan
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Banyak wajib pajak yang kurang paham mengena prosedur dan tata cara
menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak wajib pajak badan yang kurang
teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak
lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tetntang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap wajib pajak wajib
mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa
indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah,
dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak
tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Direktur Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa
penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan
dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 28) kewajiban setiap wajib pajak dalam
mengisi SPT tahunan adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang
ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Prinsip umum pengisian SPT vyaitu
sebagai berikut:

1. SPT wajib diisin dengan benar, lengkap dan jelas. Yang dimaksut dengan
benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah:

a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan
ketentuan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek

pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.
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c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-
unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

2. SPT wajib diisi dengan bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin,
angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun wagjib paak telah
mendapatkan izin dari Mentri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib pajak
tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa indonesia tetapi boleh
menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor
24/PMK.011/2012.

3. SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau
Kuasawajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak badan, SPT harus ditanda tangani
oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa,
dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang
semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang tata cara
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
152/PMK.03/2009.

4. SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau
dikukukan atau tempay lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009 tempat lain meliputi Pokok

Pajak, dan tempat khusus Penerimaan SPT tahunan.
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5. Kewagjiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan
untuk setigp masa pajak, sedangkan selaku wajib pajak atas penghasilan yang
diterimaatau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit
terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang
mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Menurut Dila
tahun (2014) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem
perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun rendah dan sebaliknya,
jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka
penyampaian SPT tahunan badan pun tinggi.

Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam
perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban
membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga
masyarakat sebagal pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang
dibayarnya.

b. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Badan

Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat
kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan badan
meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik
sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga
mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya

masyarakat indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam
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membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi
perpajakan, hal ini membuat semangkin sulit wajib pajak.

Pada KPP Pratama Medan Belawan dalam menyampaikan SPT tahunan
dapat dilakukan dengan online dengan menggunakan aplikasi efiling. Efiling
adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan
melalui website Direktorat Jendral Pajak atau wibsite penyaluran SPT elektronok.
Wajib pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum menyampaikan SPT atau surat
perpanjangan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jendral
Pajak dengan mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi
wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-filing melalui ASP harus
mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk
melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang
pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak
penghasilan (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2013,hal 5).

Menurut undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan
tata cara perpgjakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT tahunan pajak penghasilan
badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan
maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.00.
setiap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan

yang pertamakali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
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200 % dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui
penerbitan Surat Ketetapann Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dikenakan
sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar (Siti Resmi,2013,hal 69).

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan
untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai
salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib
mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai
untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpgakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan
dalam pembayaran paak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

(Anastasia Diana dan Lilis setiawati,2009,hal 3).
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2. Penyebab Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama M edan
Belawan Belum Mencapai Target
Berdasarkan hasil penelitian mengapa penerimaan pajak penghasilan
badan belum mencapai target karena ada beberapa faktor yang menyebabkan
penerimaan pajak belum mencapai target yaitu sebagai berikut:
a. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Kurangnya kesadaran wajib pajak ini akan berakibat penerimaan tidak
mencapail target. Semangkin tinggi tingkat kesadran wajib pajak dalam membayar
pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak
sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti
pelayanan media gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat
transportas menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.

Penghasilan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan
rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua warga indonesia menikmati
fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang
yang berasal dari pajak.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum
mencapal tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat masih kurang
percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti,
memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian
masyarakat apa dan bagaimana pajak serta sulit dalam menghitung dan

melaporkannya. Kurangnya tingkat kesadran wajib pajak akan mengakibatkan
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penerimaan tidak tercapai. Semangkin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan semangkin meningkat.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) pagjak merupakan salah satu
sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan
memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap
tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna
membiayai pengeluaran negara karena semangkin tinggi tingkat penerimaan pajak
maka semangkin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan
sebaliknya jika semangkin kecil penerimaan pajak maka semangkin rendah
kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Menurut Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap
pajak penghasilan bertambah besar setigp tahunnya baik dari segi jumlah
penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan
yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semangkin
besar pajak penghasilan terutang semangkin besar pula penerimaan negara dan
dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap
penghasilan masyarakat.

Menurut Euprasia (2010) mengatakan bahwa untuk mencapai target pajak
perlu ditumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Belawan sebenarnya sudah baik dalam
menjalankan kewajibannya, namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu

sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk
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meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Belawan
memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan semua penghasilan
yang diterima oleh wajib pajak, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada

wajib pajak.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesmpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penyebab wajib pajak badan masih ada yang tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Badan yaitu kurangnya tingkat pemahaman tentang
penyampaian SPT tahunan dan lalainya wajib pajak dalam menyampaikan
SPT tahunan.

2. Penyebab penerimaan pajak penghasilan badan belum mencapai target
yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam melakukan

kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Adanya wajib pajak badan yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi
tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di
KPP Pratama Medan Belawan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua
pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam
pemecahan masalah yang terjadi, antaralain:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan perlu dilakukan sosialisasi

dengan baik kepadawajib pajak agar pihak KPP Pratama Medan Belawan
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mendorong partisifasi wajib pajak secara sungguh dan suka rela dalam
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. agar penerimaan pajak penghasilan mencapai target aparatur perpagakan
harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam
membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan peringatan
kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan
SPT Tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.

. Untuk KPP Pratama Medan Belawan harus lebih meningkatkan pelaksanaan
wajib pajak badan yang terdaftar untuk mengetahui keaktifan wajib pajak

tersebut.
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